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Penganiayaan merupakan pebuatan dengan sengaja menyebabkan sakit
atau luka pada orang lain, Pasal 352 KUHPidana penganiayaan yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap
orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya, namun yang terjadi di Aceh
Timur tidak penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiaayaan
terhadap anggotanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum terhadap
anggota kepolisian yang melakukan perbuatan kekerasan, Untuk mengetahui
penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiayaan terhadap
anggotanya dan hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap atasan
yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum
dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan
masyarakat, yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat,
badan hukum atau badan pemerintah.

Hasil penelitian tindak pidana penganiayaan telah di atur dalam Pasal 352
KUHPidana “Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah, Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan
kejahatan itu terhadap orang vyang bekerja padanya, atau menjadi
bawahannya”,tidak ada penegakan hukum terhadap pimpinan yang melakukan
penganiayaan terhadap anggotanya, pelaku tidak di proses secara hukum baik di
Propam Maupun di Reskrim Polres aceh Timur

Disarankan kepada setiap anggota kepolisian untuk menjaga nama baik instansi
kepolisian dengan cara menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan
undang-undang yang berlaku. Disarankan kepada Propam Polres Aceh Timur untuk
memberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi anggota
kepolisian yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.
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